Mengingat

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi' Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Ja:igka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan setelah
Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten ditetapkan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2022.

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950);




¥ ,ﬂnﬂing-ﬂndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

~ Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
581 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);







2016 Nomor 1); . -
Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017
 Nomor 7);

21 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
{Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6)
ﬁhqnimnm' telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Belm: Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
{Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

22Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 25);

23.Peraturan Bupati Bekasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Indikator
i Kinerja Utama Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Berita Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 25);
24 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pemenntah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Bekas: Tahun 2021 Nomor 27).
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kegmtan dan kelompok sasaran pembangunan yang akan

_ oleh Perangkat Daerah selaras dengan Rencana Pembangunan

ten, yaitu dalam rangka optimalisasi pencapaian target dan sasaran

: a Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dan RPJMD Kabupaten Bekasi

Tl Tﬁhun 2017-2022.

: ,i(2]_5 Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 berfungsi sebagai:

~ a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan dan
Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021;

b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan
pembangunan tahun 2021.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RKA Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
ayat (2) huruf a, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun
2022 untuk:

Sebagai bahan penyusunan jenis dan rincian belanja yang diperlukan dalam
pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan anggaran kegiatan, indikator dan
target kinerja kegiatan, petunjuk teknis, standar biaya dan standar harga
barang/jasa yang ditetapkan.







